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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka
menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan
pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat
daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 KabupatenJember dan
bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan
dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian system
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM. Renstraakan memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan
melalui koordinasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021-2026 dilakukan
sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan
terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan



penyesuaian substansi Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini.
Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi
instrument pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan
mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM.

Jember, November 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam
Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk
menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi

pembangunan pada lingkungan Badan Kepegawaian dan



Pengembangan SDM. Selain itu, Renstra berperan sangat penting
dalam  menuntunPerangkat  Daerah untuk  berkonstribusi
mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan
berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berkontribusi dalam
mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan

dengan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM terdapat beberapa proses yang harus ditempuh
yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan
Renstra Perangkat Daerah. Selainitu, dokumen Renstra memiliki
keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan
Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/
kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut
berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas
dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah Kabupaten, PeraturanKepala Daerah
Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD
Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga,
Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Jember.



Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun
2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan
penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM harus menyesuaikan
nomen klatur indicator sub kegiatan selaras dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan
tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait
nomenklatur indikator sub kegiatannya yang kemudian diikuti
dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai
dengan indicator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada

ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730j};



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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12,

13.

14.

15.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemerintahNomor 13 tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),



16.

17,

18.

19.

20.

21

22.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

10



23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Ser D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember
Tahun 2015 - 2035;

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026; dan

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsiserta Tata Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah

KabupatendJemberTahun 2021 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan

sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
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melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah

sebagai berikut :

1.

Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten
Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam
menentukan  program dan  kegiatan tahunan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten;

Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurunwaktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk
memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan
organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya

untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
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7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember

Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

L.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-
cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan sesuai dengan
tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat
Daerah Kabupaten Jember;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

Menyediakan tolok ukur Kkinerja pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:
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BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra

Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan

isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikatorkinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakanrencana program dan kegiatan,
indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Jember.
BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan

penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 23
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2021 Nomor 23), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya
manusia aparatur pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
meyelenggaraan fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
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Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Jember Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris Badan terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi,terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.

4., Bidang Mutasi Dan Promosi, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai ayat
(1) mempuyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintah daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan.Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi

sesuai ayat (3) sebagai berikut:
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a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,;

d. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum,
informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan,
kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan
pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM. Sekretaris dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4ayat (2),
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di
lingkungan Badan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan
Badan;
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c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan
keuangan di lingkungan Badan;

d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang
milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Dan Informasi
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan, merencanakan, pengadaan,
pemberhentian dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Kepala bidang Pengadaan,
Pemberhentian, dan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian
dan informasi;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah

jabatan untuk pengadaan;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

Pelaksanaan pengkoordinasian administrasi pemberhentian;

Pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian,

Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

=B B T N

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan
pemberhentian dan pengolahan informasi; dan
i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
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2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan,
merumuskan, mengkoordinasikan, bidang mutasi dan promosi serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Kepala Bidang Mutasi
dan Promosi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada pasal 8ayat (2), mempunyai fungsi :

Pelaksanaan perumusan kebijakan, mutasi dan promosi;

a
b. Pelaksanaan penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

2

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

B

Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

e. Pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan mutasi dan promosi,
dan

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Aparatur.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan dan merumuskan penyelenggaraan pengembangan
kompetensi aparatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat

(2), mempunyai fungsi :

a. Pelaksaan rumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi,

c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama seleksi jabatan;
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d. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan diklat penjejangan dan
sertfikasi;

e. Pelaksanaan fasilitasi diklat teknis fungsional,
Pelaksanaan pengevaluasian dan pelaporan pengembangan
kompetensi; dan

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penilaian Kinerja

Aparatur Dan Penghargaan.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan
penilaian kinerja aparatur dan Penghargaan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.Kepala Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan Kkebijakan penilaian kinerja dan
penghargaan;

b. Pelaksanaan perencanaan Kkegiatan penilai kinerja dan

penghargaan;
c. Pelaksanaan pengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
d. Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
e. Pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan,;
f. Pelaksanaan koordinasi usulan pemberian penghargaan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan
penghargaan; dan

h. Penyusunan laporanpertanggungjawabanataspelaksanaantugas.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Jember sebagimana Peraturan
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Bupati Jember Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember,

dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN
Sekretariat
| 1 ]
Sub Bagian Sub Bagian Kelompok Jabatan
Fungsional
Umum dan Perencanaan
dan Pelaporan

[

l

Bidang Pengadaan Bidang Bidang
Pemberhentian dan L r‘
Informasi Mutasi dan Promosi Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Kelompok Jabatan - Kelompok Jabatan \_| Kelompok labatan
Fungsional Fungsional Fungsional

Bidang Penilaian

Kinerja Aparatur dan
Penghargaan

Kelompok Jabatan
Fungsional

UPTD

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

SDM Kabupaten Jember
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

Pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien,
sehingga perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai.
Sumberdaya merupakan factor penunjang dalam melaksanakan
fungsi pengawasan, baik berupa sumberdaya manusia, asset/modal,
unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan
prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin
kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah,
maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai,
cerdas, berkualitas dan professional dalam merealisasikan tujuan,
sasaran dan program yang ada pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya sumberdaya manusia.
Sumberdaya manusia merupakan unsure penting yang harus dimiliki oleh
instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan
kinerja organisasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jember memiliki sumberdaya manusia sebanyak 53

orang dengan rincian pada table berikut :
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Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan

Pendidikan
Tingkat Pendidikan
No | Gol/Ruang Jumlah %
S3 | s2 S1 | DIV | DIl |DIl|DI| SLTA | SLTP SD

B W/c - - _ _ : P _ _ - < =
IV/b g 1 - - i = = = -~ - 1 2
V/a 5 1 E - - - |- - - - 1 2
l/d _ 4 5 - - - - - - - 9 20
/e a E 6 - - - | - i - - 7 16
11/b B} - ' - - - - g - - 9 20
Il/a _ - 3 = 1 = = - = 4 g
1/d _ - - - - - | - 5 - . 5 11
I1/c N 2 = " 2 ~ 5 4 9
/b . - - - - -] - 3 ;! - 4 9
II/a _ = - - s = = = = - - &
1/d . - = “ " = I s - - _ 2 -
Jumlah ASN | 6 21 : 3 - - 13 1 - 44
% ASN - | 187% | 47,7% | - | 68% | - | - | 29,5% | 2.3% = 100%
12 _ N 2 & i i i 4 2 1 9
%THL u - 22,2% | - - - - | 44,4% | 22,2% | 11,2% | 100%
Jumlah - 6 23 - 3 -l - 17 3 1 53
ASN+THL
%ASN+THL - | 11,3% | 43,4% - 5,7% - - | 32,1% | 5,7% 1,8% 100%
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Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO ESELON BANYAKNYA KETERANGAN
a | Eselonll.b - Kepala Badan
b | Eselonlll.a 1 Sekretaris
¢ | Eselonlll.b 4 Kabid
d | EselonlV.a 14 Ka Subag dan Kasi
e | Staf 25 PNS
f | Staf 9 THL/PTT
Jumlah 53
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pegawai Non ASN 44,57% berlatar belakang pendidikan SLTA
sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja
tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi
khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui
bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang

memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan
menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan
sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung
jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (AsetTetap) yang di
administrasikan oleh Pengurus Barang Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember per
semester 1 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:
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Tabel: 2.4

Jumlah dan Nilai Sarpras (AsetTetap) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember

Per semester 1 2020

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Jember

. Bidang/
J
No KIB e,';“tm" Satuan | m2 Nilai (Rp)
Sap Unit/Paket
1 |KIBA | Tanah
4 |mmg |TeelAEo. dan | Bodacmpati 15 5 2.428.632.000
Mesin rodadua
3 |kmc |Gedung  dan) Gedungd 16 875.568.000
Bangunan jaringan listrik
4 KID D Jalén Irigasi dan )
Jaringan
Jumlah Nilai Aset Tetap 3.304.200.000

Nilai asset tetap yang dimiliki/dikuasasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember per
semester 1 2020 sebesar Rp 3.304.200.000 (KIB B dan KIB C).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
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KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)

Tabel: 2.5

Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember

[ Kondisi
Jenis Barang/ Merk/ Tahun A;“é::“l o
Nama Barang Type Pembelian . Kurang | Rusak a arga
Baik i Perolehan
Baik Berat
Mobil Toyots 2013 . ’ . APBD II 174,560,000
Avanza
Mobil Toyota 1995 - APBD II 85,000,000
Mobil Avansa 2010 - - - APBD I1 154,450,000
New
Mobil Kijang 2015 : 2 ” APBD 1I 292,360,000
Innova V
M/T
Honda NF
Sepada Motor 195 TD 2008 - - - APBD I1 13,960,000
Honda NF
Sepada Motor 125 TD 2008 - - - APBD 11 13,960,000
Sepada Motor Kawasaki 2013 - - - APBD II 23,765,000
Honda NF
Sepeda Motor 100 SLD 2007 - - - APBD 11 13,589,000
Sepeda Motor Honda 2006 - - - APBD II 12,521,000
Sepeda Motor Honda 2006 - - - APBD II 12,521,000
Sepeda Motor Honda 2006 - - - APBD II 12,521,000
Sepeda Motor Honda | 2006 E - : APBD I 12,521,000
Sepeda Motor Kawasaki 2013 - - - APBD II 23,765,000
Sepeda Motor Yamaha 2013 - - - APBD II 13,000,000
Sepeda Motor Yamaha 2015 - - - APBD 11 17,075,000
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Tabel: 2.6

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember

Kondisi
: B .
JenisBarang / Nama Barang o Kirang | Rusek Luas Alamat (lokasi) Asal usul Harga
Baik Berat

J1. Nusantara No. 16

Gedung Asrama B B B 916 | Jember APBD II 408,000,000

Konstruksi/Pembelian Gedung Jl. Nusantara No. 16

Kantor B B B 0 | Jember APBD II 143,606,000
J1. Nusantara No. 16

Gedung B B B 18 | Jember APBD I1 9,000,000
J1. Nusantara No. 16

Gedung Rumah Dinas I1 B B B 72 | Jember APBD II 36,000,000
J1. Nusantara No. 16

Jaringan Listrik B B B 0 | Jember APBD II 24,480,000
Jl. Nusantara No. 16

REHAB GEDUNG DIKLAT B B B 0 | Jember APBD II 777,892,000
J1. Nusantara No. 16

REHAB GEDUNG DIKLAT B B B 0 | Jember APBD 11 130,215,500
JI. Nusantara No. 16

Jaringan Listrik B B B 0 | Jember APBD II 98,233,500
J1. Nusantara No. 16

Gedung B B B 78 | Jember APBD II 39,000,000
J1. Nusantara No. 16

Gedung RumahTransit B B B 87 | Jember APBD [T 43,500,000
JI. Nusantara No. 16

Kontruksi (Renov Gedung Transit) B B B 0 | Jember APBD II 225,469,000
J1l. Nusantara No. 16

Gedung B B B 63 | Jember APBD II 31,500,000
Jl. Nusantara No. 16

Gedung B B B 315 | Jember APBD II 157,500,000
J1. Nusantara No. 16

Gedung B B B 36 | Jember APBD II 18,000,000

o JI. Nusantara No. 16 ]
Gedung B B B 119 | Jember APBD II 59,500,000
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Kondisi

JemisBarang / Nama Barang - Luas Alamat (lokasi) Asal usul Harga

Kurang | Rusak

Baik
a Baik | Berat

J1. Nusantara No. 16

Gedung Aula Diklat B B B 342 | Jember APBD II 172,000,000

Jl. Nusantara No. 16

Pembangunan Taman B B B 0 | Jember APBD 11 54,736,000

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya
Manusia dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka
optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai
namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang
harus diremajakan /dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat

mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM KabupatenJember, maka Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM telah menentukan arah kebijakan yang
dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh
Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia
dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM dapat dilihat pada table

dibawah ini:
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal
yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM dapat menggunakan analisis metode SWOT.
Dimana tantangan dan peluang Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM dalam mencapai target yang telah ditentukan
adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
a. Kekuatan

1) Pengadaan ASN yang terus berkelanjutan baik melalui
seleksi umum maupun PPPK.

2) Mutasi dan Promosi ASN dalam pengisian jabatan ASN
dilakukan berdasarkan Sistem Merit.

3) Pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan
kapasitas kinerja telah dilaksanakan dan terus
ditingkatkan.

4) Penilaian dan Evaluasi kinerja ASN untuk meningkatkan
kinerja telah dilaksanakan dan terus ditingkatkan.

b. Kelemahan

1) Jumlah ASN masih belum sesuai dengan kebutuhan dan
formasi;

2) Rekrutmen dan penataan ASN masih belum sepenuhnya
berdasarkan hasil analisa beban kerja dan analisa
jabatan,;

3) Pemberian penghargaan dan sanksi (reward and
punishment) dalam pembinaan pegawai masih belum

optimal,;
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4)

Belum tersedianya data dasar kepegawaian yang siap

digunakan setiap waktu, valid, dan terintegrasi;

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1)

2)

6)

Adanya aturan perundang - undangan, regulasi dan
kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan
sumberdaya aparatur dan pengelolaan aparatur yang
dinamis dan modern ;

Adanya sarana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten
Jember untuk melakukan peningkatan kemampuan dan
pengetahuan aparatur ;

Adanya jalinan kerjasama yang baik dengan stakeholder
pemerintah / swasta yang terakreditasi secara vertikal
maupun horisontal ;

Dukungan sistem komputerisasi dan teknologi Informasi
yang memudahkan untuk menyerap informasi dan
pelayanan tugas pokok dan fungsi.

Adanya reformasi birokrasi yang mendorong
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang
berkualitas;

Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan
peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean government), serta
profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang

pada salah satu misi dalam RPJMD.

b. Tantangan

1)

Semakin berkembangnya penerapan Tekhnologi Informasi

(TT) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga
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2)

6)

dibutuhkan penerapan manajemen kepegawaian yang
berbasis Tekhnologi Informasi (TI);

Terjadi ketidakseimbangan antara ASN yang pensiun
(Pensiun dini, meninggal dunia dan Mencapai BUP, dil.)
dengan rata — rata 500 ASN per tahun, jika dibandingkan
dengan quota rekrutmen reguler yang setiap tahun rata —
rata 200 orang ;

Pengelolaan dan penyelesaian GTT / PTT / Sukwan /
Tenaga Honorer K2, pada saat P3K diterapkan sesuai
dengaan Undang Undang Aparatur Sipil Negara ;

Masih rendahnya minat aparatur untuk memahami
peraturan kepegawaian dan peraturan lainnya serta
memanfaatkan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya,;

Masih rendahnya minat aparatur untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuannya, sehingga kurang
optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dan pelayanan kepada msayarakat ;

Pandemi covid-19 yang mengakibatkan semua kegiatan
tidak terselenggara dengan baik karena harus menerapkan
gaya hidup baru sesuai dengan protocol kesehatan

sehingga semua kegiatan dilaksakan melalui media daring
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memiliki tugas
dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Jember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 23), maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam
rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Jember membantu Bupati untuk
mengemban kewenangan di bidang Kepegawian dan Pengembangan
SDM.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember di tengah
upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah
teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM. Adapun pemetaan permasalahan
pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Jember dapat dilihat pada table dibawah ini:

39



Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM

No. Masalah Pokok

Rumusan Masalah

Akar Masalah

1. | Tingkat
pemahaman merit
sistem yang
rendah

Jumlah ASN masih
belum sesuai dengan
kebutuhan dan
formasi,

Kurangnya Sosialisasi
tentang merit sistem

2. | Kurangnya
pahamnya terkait
indicator penilaian
kinerja ASN

Pemberian
penghargaan dan
sanksi (reward and
punishment) dalam
pembinaan pegawai
masih belum optimal

Kurangnya sosialisasi
terkait penilaian
kinerja

3. | Perangkat IT yang
kurang optimal

Belum tersedianya
data dasar
kepegawaian yang
valid dan terintegrasi

Sistem yang selalu
mengalami
pembaruan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi
pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan
Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP
PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM
MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi

dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.
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e Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti
sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera berbenah
dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-
rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang
rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi
infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak

bias ditunda-tunda lagi, wis wayahe!
e Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan
peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan
pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua
pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat,
maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan
tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas
dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun
(no-one left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.
Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi
identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren,
adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah
daerah menjalankan program-program pembangunan daerah

sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.
e Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi

gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat
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Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar
ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus
mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah
Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan
kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan
mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat,
dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan

Kabupaten.
e Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat
dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi
harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan
atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan.
Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan,
mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-
ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya
upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang
tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi
target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan
melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal”
melalui pendayagunaan sumberdaya pemerintah daerah. Terdapat
tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten
Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan
berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi
tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di
atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan

Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang
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terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional

maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan

Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat
sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang
berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan
ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi
dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan
masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi
utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian,
kehutanan, dan perikanan; Kategori industry pengolahan, dan
Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara
terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif
antara eksekutif, Ilegislatif, masyarakat dan komponen
pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good
governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus
didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi
pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang
akurat dan antisipatif, dukungan sumberdaya dan pengelolaan
keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan
pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang

aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan
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anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif;, serta
kelompok masyarakat sipil (civil society) yang pro aktif dan
kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di
semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kesejahteraan social seluruh masyarakat Jember, tanpa ada
seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).
Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan
mengembangkan sector sector unggulan dengan berbasiskan
kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan
yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember.
Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal
membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (ease-of-doing
business) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko,
efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan
pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah
prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai
pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi
dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur
publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan
ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten

Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan
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geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya.
Pemerataan pembangunan infrastruktur public sesuai karakteristik
wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi
publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (economic
connectivity) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai
ke tingkat desa.
Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan
mengedepankan kearifan local serta pelestarian budaya.
Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan
budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata
sejarah, wisata budaya (local heritage), dan wisata religious ditujukan
untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan

kapasitas ekonomi daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan
Sasaran ke 15 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
berperan untuk meningkatkan profesioanalitas ANS melalui
Manajemen ASN. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi factor
penghambat dan factor pendorong pelayanan terhadap pencapaian

visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM terhadap pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Jember

No

Misi

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Misi ke 2 yaitu
Membangun tata
kelola
pemerintahan
yang kondusif
antara eksekutif,

Adanya aturan perundang —
undangan, regulasi dan
kebijakan pemerintah yang
mendorong peningkatan
sumberdaya aparatur dan
pengelolaan aparatur yang

Tingkat pemahaman
merit sistem yang
rendah; Kurang
pahamnya terkait
indicator penilaian

legislatif, dinamis dan modern ; Adanya kinerja ASN; dan
masyarakat dan sarana yang dimiliki oleh Perangkat IT yang
komponen pemerintah Kabupaten kurang optimal
pembangunan Jember untuk melakukan

daerah lainnya. peningkatan kemampuan dan

Khususnya pengetahuan aparatur ;

dalam Adanya jalinan kerjasama

kepegawaian dan | yang baik dengan stakeholder

pengembangan pemerintah / swasta yang

SDM. terakreditasi secara vertical

maupun horisontal ;
Dukungan system
komputerisasi dan teknologi
Informasi yang memudahkan
untuk menyerap informasi
dan pelayanan tugas pokok
dan fungsi; Adanya reformasi
birokrasi yang mendorong
pemberdayaan masyarakat
dan pengembangan
kompetensi Aparatur untuk
menciptakan Aparatur yang
berkualitas; Adanya Goodwill
dari Bupati untuk
mewujudkan peningkatan
tata kelola pemerintahan
yvang baik dan bersih (good
governance and clean
government), serta
profesionalitas pelayanan
publik, sebagaimana tertuang
pada salah satu misi dalam
RPJMD.
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3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan

Sasaran K/L

Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra K/L P::rall(lgl:aqt Daerah

BLERIL Sasaren Pendukung Penghambat

Renstra K/L
I

Mewujudkan Telaahan mengenai | Dukungan Belum
Pembinaan Renstra Badan sarana dan optimalnya
Penyelenggaraan Kepegawaian Negara | prasarana serta | kapasitas
Manajemen ASN Sejalan dengan itu anggaran untuk | SDM ASN
Yang Berkualitas; BKPSDM telah pengembangan | dalam
Mewujudkan menyusun 3 program | kompetensi pelayanan
Penyelenggaraan beserta kegiatannya aparatur

Manajemen ASN
Berkualitas Prima;
Mewujudkan
Peningkatan Kualitas

untuk mendukung
program kerja yang
ada di pemerintah
pusat dan ikut serta

Database Dan Sistem | mengatasi
Informasi ASN (SI - permasalahan
ASN); Mewujudkan manajemen

Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN;
Mewujudkan Tata
Kelola Manajemen
ASN BKN Yang
Efektif, Efisien, dan
Akuntabel;

kepegawaian yang
ada.
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3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
Sasaran Provinsi

[ Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Provinsi terkait Sasaijan. Pendukung Penghambat
Renstra Provinsi
Adapun tujuan BKPSDM telah Dukungan Belum
dan sasaran menyusun 3 program | sarana dan optimalnyakapa
strategis pada beserta kegiatannya prasarana serta | sitas SDM ASN
Renstra Badan untuk mendukung anggaran untuk | dalampelayanan
Pendidikan dan program kerja yang pengembangan
Pelatihan ada di pemerintah kompetensi
ProvinsiJawa pusat dan ikut serta aparatur
Timur 2019 - mengatasi
2024 sebagai permasalahan
berikut : 1. manajemen
Meningkatnya kepegawaian yang
kepuasan ada.
masyarakat atas
layanan
pemerintah
(Tujuan); 2.
Meningkatnya
kompetensi

aparatur melalui
pelatihan sesuai
dengan
kebutuhan
(Sasaran);
3.Meningkatnya
sumberdaya
pelatihan yang
modern dan
professional
(Sasaran)
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Jember adalah melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pengembangan
sumberdaya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember tidak berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Kabupaten Jember.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Seperti halnya dengan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Kabupaten Jember, begitu pula dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember tidak berkaitan langsung.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam pengelolaan manajemen ASN
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilita sprioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam  pengelolaan  manajemen  ASN, karena
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dampaknya yang signifikan bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dimasa

datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabilat idak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember diperoleh
baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan
pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember di masa

lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian
Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun kebelakang,
tantangan dan peluang yang ada, serta telaah dari dokumen Renstra
Badan Kepegawaian Negara, Dokumen Renstra Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Dokumen Renstra Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Timur maka dapat
diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera
ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Jember yaitu:
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Tabel 3.5 Penetapan Isu - isu Strategis

No

Isu-IsuStrategis

Nilai Skala

MenurutKreteriaKe

2

3

4

25

25

20

15

15

Skor
Total

Penyelenggaraan pemerintahan vyang
baik dan bersih (good governance and
clean government) belum optimal

100

Masih banyak ASN yang kurang
kompeten dalam menangani tugas dan
fungsi di bidangnya (kompetensi yang
dibutuhkan tidak sesuai dengan
kebutuhan tugas dan fungsi jabatan
yang  diduduki, sehingga  belum
terdayagunakan secara optimal, dan
kinerjanya rendah)

100

Pembinaan dan pengawasan secara
hirarki kurang optimal sehingga banyak
ditemui ASN vyang kurang disiplin,
kurang Dbertanggung jawab dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sehingga capaian kinerjanya rendah,
utamanya ASN vyang ditugaskan di
wilayah

85

Pemberian penghargaan dan sanksi
(reward and  punishment) dalam
pembinaan pegawai masih belum
optimal

85

w

Kurang optimalnya sinkronisasi data
kepegawaian antar bidang dan seluruh
SKPD di lingkungan Pemkab Jember

70

Perlu adanya peningkatan kesejahteraan
ASN dengan sistem yang berkeadilan,
sehingga meningkatkan kinerja ASN

70
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No

Isu-IsuStrategis

Nilai Skala

MenurutKreteriaKe
1 2 3 4 5
25 25 20 15 15

Skor
Total
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi
visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh
karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu“WES
WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN
JEMBER”. Dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember memiliki keterkaitan
dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 15 dari RPJMD
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh
Bupati Jember dan diturunkan kedalam tujuan dan sasaran
pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat
dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Sebelum Perubahan
Meningkatkan

Indeks

Kualitas Pelayanan Kompetensi 91% 92%
Kepegawaian ASN
dalam rangka Meningkatka | Persentase
mewujudkan n kualitas ketersediaan
grofesionalitas ASN | sarana dan sarana dan 80.00% | 80.00%
alam pelayanan prasarana prasarana
Publik penunjang pelayanan
pelayanan
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Meningkatka |

Persentase ASN

Pemerintah dan

Pelayanan Publik kompetensi 93% 94% 95% 96%
oleh SDM aparatur sesuai '
yang kompeten bidangnya
Meningkatka | Persentase
n kualitas ketersediaan
Spmnmden, | sarane den 93% 94% 95% 96%
prasarana prasarana
penunjang pelayanan
~ pelayanan
Meningkatka | Persentase ASN
n Kualitas yang
Penataan, memperoleh 93% 94% 95% 96%
kinerja dan pengembangan
akurasi data | karier
kepegawaian | Persentasi
penilaian 100% 100% 100% 100%
kinerja ASN
Persentase
Hukuman 0,90% 0,85% 0,80% 0,75%
Disiplin ASN
Persentase data
kepegawaian = - 95% 96%
yang akurat
Meningkatka | Persentase
n kompetesi | peningkatan -
ASN Kkompetensi . ; 20% 2k
aparatur

yang memiliki

n Kualitas yang
Penataan, memperclehpe 80.00% | 83.00%
kinerja dan ngembanganka
akurasi data | rier
kepegawaian P?rser_ltaS}penxl 100.00 100.00
aiankinerja % % - -
| ASN
. PersentaseHuk
umanDisiplin 1.00% 1.00%
ASN
Persentase data
kepegawaian 80.00% | 82.00%
yang akurat
Meningkatka | Persentasepeni
n kompetesi | ngkatankompet | 2.00% 5.00%
ASN ensiaparatur
SetelahPerubahan
Terselenggaranya Persentase ASN
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Meningkatkan Profesmnalltas ASN Melalui Manajemen ASN (Sistem Merit)

1. Perencanaan kebutuhan (Setda)

11, Peta obaton, rencona  kebutuhan pegawol | )
anoliss jabatan, anoiss beban keo

1. Keblakan pembayaran funjangan kineda
¢ 2. Menetapkan kode etic dan kode perilaku

i
1

2. Uota kekaongon don kstensediaan pegawal ' el P AN :

! 3 Datn pegawal yang okan s 5 fehun - H

e e Bt} i Manajemen ASN 1 | 3. Kebfakan Infenal ferkalt dengan reward |

4. Rercona pemeruhan kebulubon AT : Berdasarkan Sistem :. ! pegawal berprestasi H

5 5, Dotabose repegowckon yong dsusun menurd! v ¢ 4. Databose pelanggaran disipdin =
i loboion. pongket, unif keda,  kualfikos don | MIHI{GMJ 1 Rememaiaiies

komgatens i

. Rencana tahunan pengadaan ASH . Penetapan pola karir
. kebligkan intemai pengadoan ASN . Pelcksaroan promosi dan mutas
. Pengumuman  terbuka  pelaksangan berdasarkan rencana suksesl dan pola

H Kebuakan pedmdungqn hukurm,
pengadaan ASN karir instansi !

program persiapan pension i
2. Fasilitas  kemudahan  pelayanan
administrasi

H Penempatan CPNS/PMNS sesual dengan | 3. Kebjaokan penglslan JPT. JA. P secara
:. labatan yang diamar terbuka dan kompetitit
i 5. Pelatinan Frojabatan bogl CPNS ;

Slstem Inl'ormcsi kamguwulan e bcsls
3 oniine H
| 2. Apilkasl e-performance yong lerintegras!
1 dengan simpeg online

h
Konlrak kinera i
i
i
i
| {3 E-office memudahkan pelayanan
\
!
i
|
i
|
i

Matads penioion kneo

3. Parikdan kinetia Derkala

. Hexsil peniioian Kinero sebagai penimbangan
pengembangon korr

. Anqfisis permasalahan kinerfa dan meryuson
strategi  unfuk  mangotasl  permasalahan
kinesje

. Kebijakan terkall hasil peniluion kinega

. Slandarisasi Jakatan
. Penetapan Standar Kompetensl Jabatan
. Penyusunan profll kompetens ASM
. Penyusunon rencana  pengembangan |
kempetans :
. Mangjermen Talenta don Rencana Sukses

admirdstrasl
it

i

Gambar 4.1Logical Framework Meningkatkan Profesionalitas
ASN Melalui Manajemen ASN (Sistem Merit) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM KabupatenJember
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan ArahKebijakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selama 5 tahun
kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah
dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka
panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh
beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai
pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena
strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi

termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di
suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin
dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan
pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman
pelaksanaan  program maupun kegiatan guna menjamin
keberlangsungan dan Kketerpaduan pengejawantahan tujuan dan
sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Jember.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memilik itugas
dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI:Terwujudnya Kabupaten Jember sebagai daerah unggulan agribisnis dan usaha ekonomi produktif berbasis
potensi local dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat

MISL Il :Membangun tata kelolapemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen
pembangunan daerah lainnya

Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan
Meningkatkan kualitas Menyediakan sarana dan Melaksanakan Pengadaan
sarana dan prasarana prasarana yang berkualitas BMD yang berkualitas
penunjang pelayanan

Terselenggaranya

Pemerintah dan
Pelayanan Publik
oleh SDM aparatur
yang kompeten

MeningkatkanKualitas
Penataan, kinerja dan
akurasi data kepegawaian

Menyiapkan
PengembangkanKompetensi
Teknis

Melaksanakan
Pengembangan Kompetensi
Teknis

Meningkatkan kompetesi
ASN

Menyiapkan Pengembangkan
Kompetensi ASN

Melaksanakan
Pengembangan Kompetensi
ASN
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan
untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan
tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program
dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM tentu relevan dengan mempertimbangkan dan
memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran
langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan
beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi
merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian

lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta
pencapaian hasilfoutcomej)sebuah program dan hasilfoutput)kegiatan.
Sehingga indicator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana
pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana
program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif
yang menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Jember.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang
tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di
dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember
untuk lima tahun kedepan. Penetapan indicator kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember telah
dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan
terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondlsid Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator Kinerja pada s -
awal periode | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun periode “thP JMD
RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sebelum Perubahan
IndeksKom | B . |
| 1| petensi ASN 91% 91% | 92% . . « |
Setelah Perubahan
Persentase |
ASN yang |
1 memiliki ) 2 . : B 93% 94%, 95% 96% 96%
kompetensi !
sesual ;
bidangnya l
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten
Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang
memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta
sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi
dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan Rencana  Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak
terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang

menjadi tanggungjawabnya.
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Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021-
2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang
dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan
strategis di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan
terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga
memberikankonstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi

Kabupaten Jember.

Jember, November 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
embangan SDM
labupaten Jember
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